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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN
TINGGI KEAGAMAAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah
pendidikan menengah yang mencakup program
diploma, program sarjana, program magister, program
doktor, dan program profesi, serta program spesialis,
yang  diselenggarakan oleh  perguruan  tinggi
berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
Pendidikan Tinggi Keagamaan adalah Pendidikan
Tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan
mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai
rumpun ilmu pengetahuan.

Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya
disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan.
Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya
disingkat PTKN adalah PTK yang didirikan dan/atau
diselenggarakan oleh Pemerintah.

Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta yang selanjutnya
disingkat PTKS adalah PTK yang didirikan dan/atau
diselenggarakan oleh masyarakat.

Universitas keagamaan adalah PTK yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dalam
rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu
pengetahuan  dan/atau  teknologi dan  dapat

menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun
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ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat
menyelenggarakan pendidikan profesi.

Institut keagamaan adalah PTK yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun
ilmu agama dan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan
dan/atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi
syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
Sekolah Tinggi keagamaan adalah PTK yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun
ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat
menyelenggarakan pendidikan profesi.

Ma’had Aly adalah PTK yang menyelenggarakan
pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu
agama Islam (tafaqquh fiddin) berbasis kitab kuning
(turats) dan dirasah islamiyah.

Pasraman adalah lembaga  pendidikan yang
menyelenggarakan  PTK  Hindu dengan  pola
pengasramaan dan pengasuhan berbasis keagamaan.
Seminari  adalah  lembaga  pendidikan  yang
menyelenggarakan  PTK  Katolik dengan  pola
pengasramaan dan pengasuhan berbasis gereja
Katolik.

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan
dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan
metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis
pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau
pendidikan vokasi.

Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut
Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi yang
menyelenggarakan  pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang
terdiri atas dosen dan mahasiswa.

Statuta  Perguruan Tinggi Keagamaan adalah

peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi
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keagamaan yang digunakan sebagai landasan
penyusunan peraturan dan prosedur operasional
perguruan tinggi keagamaan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan
standar yang meliputi standar nasional pendidikan,
ditambah dengan standar penelitian, dan standar
pengabdian kepada masyarakat.

Badan Penyelenggara PTKS yang selanjutnya disebut
Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan,
atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kementerian adalah perangkat pemerintah yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang agama.
Kementerian Lain adalah perangkat pemerintah yang
membidangi urusan pemerintahan di luar bidang
agama.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a.

b.

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan; dan

pengelolaan PTK.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab, Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 3

Menteri bertanggung jawab, bertugas, dan berwenang atas

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan.
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Pasal 4

Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

mencakup:
a. pengaturan,
b. perencanaan;
c. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi; dan
d. pembinaan dan koordinasi.
Pasal 5
(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang
pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a, Menteri memiliki tugas dan wewenang
mengatur mengenai:
a. sistem Pendidikan Tinggi Keagamaan;
b. anggaran Pendidikan Tinggi Keagamaan;
c. hak mahasiswa;
d. akses yang berkeadilan;
e. mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan;
f. relevansi hasil Pendidikan Tinggi Keagamaan; dan
g. ketersediaan PTK.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan

(1)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang

perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf b, Menteri memiliki tugas dan wewenang

meliputi:

a. menyusun dan menetapkan kebijakan umum
nasional dalam pengembangan dan koordinasi
Pendidikan Tinggi Keagamaan;

b. menyusun dan menetapkan kebijakan umum
dalam penghimpunan dan pendayagunaan
potensi masyarakat untuk mengembangkan

Pendidikan Tinggi Keagamaan; dan
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